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RINGKASAN EKSEKUTIF

Jika diatur dengan baik dan dampaknya dicegah, pertambangan dapat berkontribusi secara positif
terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti
Indonesia. Namun, perkembangan sektor pertambangan dan perwujudan potensi-potensinya sering
kali terhambat oleh korupsi. Di Indonesia, upaya -upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di
sektor pertambangan difokuskan pada tra nsparansi penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan.
Walaupun fokus tersebut penting, hal tersebut belum menyelesaikan masalah kurangnya akuntabiltas
dan transparansi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), tahap pertama dari rantai nilai
pertambangan,yangmerupakan penyebab utama korupsi dalam sektor pertambangan. Studiini dirancang
untuk mengisi kesenjangan dengan menilai risiko terjadinya korupsi yang menghambat pemberian izin
yang sesuai dengan Undang-Undang, mematuhi peraturan dan perundangan, dan etika dalam sektor
pertambangan di Indonesia.

Dengan memfokuskan pada pemberian lzin Usaha PertambanganrEksplorasi atau IUP Eksplorasi dari
mineral non-radioaktif dan batubara, studi ini bertujuan untuk menganalisafaktor kontekstual di dalam
sektor pertambangan, memetakan proses IUP, mengidentifikasi kesenjangan antara proses yang
seharusnyaterjadi (prosesresmi) dan prosesyangterjadi dilapangan, kerentanan di dalam proses tersebut
dan risiko yang disebabkannya. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan 35 pemangku
kepentingan ahli dari sektor pertambangan Indonesia dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan
Kalimantan Timur untuk memotret kondisi dan peta kepentingan pertambangan di tingkat nasional dan
daerah. Parapemangku kepentingan yaitu para ahli termasuk para pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan
tambang, praktisi industri pertambangan, asosiastasosiasiprofesional pertambangan yangrelevan dengan
eksplorasi pertambangan, organisasi masyarakat sipil yang mengkhususkandiri di industri ekstraktif dan
pergerakan anti-korupsi, para akademisi, dan media.

Konteks politik, ekonomi, sosial, dan teknologi di mana sektor pertambangan dan sistem pemberian izin
beroperasi dapat mempengaruhi tata kelola dan tingkat risiko korupsi yang berkaitan degan pemberian
IUP di Indonesia. Faktor kontekstual dapat menjadi sumber risiko, dan juga menambah atau

memperburuk risiko. Faktor kontekstual yang perlu diperhitungkan dalam menilai risiko korupsi di
dalam pemberian IUP di Indonesia melingkupi kontribusi aktivitas -aktivitas pertambangan terhadap
ekonomi nasional, peraturan tata kelola pemberian IUP, desentralisasi wewenang dalam manajemen
sumber daya alam, pemilihan langsung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penguatan peran
masyarakat sipil dalam tata kelola, dan penguatan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberian IUP Eksplorasi, menurut Undang UndangIndonesia 4/2009, mensyaratkan pemerintah untuk
mengalokasikan Wilayah Pertambangan (WP), melelang wilayah usahapertambangan yang dialokasikan
kepada para pemohon yang kompeten (pelelangan wilayah pertambangan), dan memberikan IUP
Eksplorasi kepada para pemenang ldang. Walaupun Undang-Undang tersebut ditetapkan pada tahun
2009, pemberian IUPmelalui pelelanganwilayah pertambangan belum dilakukan di negaraini, sedangkan
IUP Eksplorasi yang ada sekarang adalah hasil dari konversi kuasakuasa pertambangan yang diberikan
sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 2009. Maka dari itu, studi ini memanfaatkan
pengalaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan yang relevan dengan praktik -praktik usaha
pertambangan di Indonesia untuk menilai risiko korupsi dalam pemberian IUP Eksplorasi, walaupun
tidak selalu berkaitan dengan pelelangan wilayah pertambangan . Pengalaman-pengalaman responden
sebelumnya dalam situasi-situasi yang serupa (seperti pelelangan barang dan jasa atau aktivitas -
aktivitas lain yang serupa) dan laporan-laporan mengenai kasuskasus ketidakpatuhan dan korupsi
yangrelevan juga digunakan sebagaipendekatan dalam menganalisa.
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Studi ini menilai sejumlah total 35risiko korupsi di dalam keseluruhan prosespemberian IUP Eksplorasi,
dengantingkat risiko berkisar antara sedangsampaisangattinggi. Dari semuarisiko yangdinilai, 86%dari
risiko tersebut diklasifikasi sebagairisiko yangsignifikan danrisiko sangattinggi, menyiratkan bahwa 80%
dari risiko tersebut sangat mungkin terjadi dan/atau akan mengakibatkan dampak yang buruk.
Proporsi korupsi yang terbesar (54%) adalahkarena kerentanan di dalam rancangan proses pemberian
izin, diikuti dengan risiko yang berkaitan dengan praktek yang sebenarnya terj adi di lapangan
berkaitan dengan proses pemberian izin (20%). Faktor kontekstual juga berkontribusi terhadap risiko
korupsi (14%), sedangkanrisiko yang berkaitan dengan respon terhadap akuntabilitas dan penegakkan
hukum masing-masing berkontribusi sebesar 6 % terhadap total risiko. Sebagian besar risiko di dalam
penetapan wilayah pertambangan/ determination of mining areas (DMA) berkaitan dengan rancangan
proses, sedangkandi dalam pelelangan wilayah pertambangan/ awarding of mining areas (AMA), semua
risiko korupsi berkaitan dengan prosesdi lapangan, kemungkinan karena faktanya, pelelangan wilayah
pertambangan belum dilaksanakan secara formal di negara ini. Risiko korupsi dalam pengeluaran IUP
Eksplorasi sebagian besar muncul dari kerentanan di dalam proses di lapangan dari sistem yang ada.
Risiko yang berkaitan dengan respon akuntabilitas dan hukum muncul dari pengeluaran dan pasca
pengeluaran IUPEksplorasi.

Paraabhli terkait m enyatakan bahwatindakan apapununtuk mengelolarisiko harus memrioritaskan risiko
signifikan dan tingkat tinggi yang menghambat (1) transparansi informasi IUP dan identitas para

pemegang IUP (termasuk pemilik yang menerima keuntungan atau beneficial owner yang tekait
dengan para pemegang IUP), (2) penegakan hukum terhadap praktek-praktek korup yang berkaitan
dengan pemberian IUP dan pihak-pihak yang bertanggung jawab; (3) adanya peraturan dan prosedur
implementasi yang bebas dari kepentingan pribadi; (4) koordinasi vertikal dan horizontal di antara
lembaga pemerintah.

Setelah menganalisa risiko korupsi yang ada di dalam pemberian IUP Eksplorasi, tidak sulit untuk
melihat bagaimana korupsi dan ketidakpa tuhan dalam tahapan pemberian IUP Eksplorasi akan
menimbulkan efek yang besar terhadap tata kelola, atau kurangnya tata kelola, dalam pemberian IUP
Operasi dan Produksi dan selanjutnya, seperti yang terlihat di dalam banyaknya IUP Produksi/Operasi
yangtid ak patuh (tidak bersih dantidak Jelasatau non-Cleanand Clear) yangditemukan oleh Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral danKomisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2011 yang masih
harus dibereskan.

Sangat disarankanbahwa studi ini perlu dilanjutkan dengan program advokasi yangmenyoroti dampak
dari risiko yang muncul, untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi
pada tahap pertama rantai nilai (value chain) dari sektor pertambangan. Studiini juga perlu diperluas
untuk menilai risiko korupsi di dalam IUP Operasi/Produksi Pertambangan termasuk dalam
pertambangan skala kecil (pertambangan rakyat) dimana kurangnya transparansi dan akuntabilitas
masih menjadi isu yang signifikan.
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KATAPENGANTAR
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Buruknya tatakelola pertambangan di Indonesia telah mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar.
Praktik korupsi di sektor ini telah menimbulkan dampak lanjutan berupa kerusakan sumberdaya
alam, marjinalisasi kelompok masyarakat rentan dan berkurangnya pendapatan negara. Bahkan,
dalam konteks korupsi politik di Indonesia, praktik korupsi di sektor pertambangan ini telah
memperparah dampak korupsi terhadap kualitas tata pemerintahan yang lebih luas. Jadi jelaslah
sudah, sektor pertambangan bukan saja strategis secara ekonomi, tetapi juga s angat strategis secara
politik.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Tl Indonesia, khususnya melalui program Land Based
Industry, terus mendorong adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan.
Dalam konteks itu pula, pada tah un ini kami melakukan penelitian yang mendalam untuk memetakan
risiko korupsi di sektor pertambangan, khususnya pada aspek pemberian ijin usaha pertambangan di
Indonesia. Penelitian tidak hanya dilakukan di Indonesia, bersama kantor Transparency Internatio nal
dari berbagai negara, kami melakukan penelitian di Negara lain, yaitu di DR Congo, Liberia,
Mozambique, Sierra Leone, Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe; Brazil, Canada, Chile, Colombia,
Guatemala, Peru, Australia, Cambodia, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines dan Armenia.

Penelitian ini menggunakan instrumen riset MACRA (Mining Award Corruption Risk Assement), sebuah
metode riset pemetaan korupsi yang kami kembangkanbersama, khususuntuk memetakan risiko korupsi
di sektor pertambangan. Setelah menganalisis seluruh data yang kami dapatkan dari unsur pemerintah,
pelaku usaha dan masyarakat sipil, kami menyajikan peta risiko korupsi dan merumuskan rekomendasi
umum untuk pembenahannya, khususnyapada aspek pemberian ijin usahapertambangan. Kamisangat
berharap rekomendasi tersebut dibuat lebih rinci lagi melalui proses multipihak hingga menghasilkan
sebuahprogram aksirealistik dan terukur untuk dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, Transparency International Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan
terimakasih kepadaTI-Australia dan Sekretariat TransparencyInternational di Berlin atas kerjasamanya.

Pengharagaan dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para narasumber dari lembaga
lembaga negara, swasta dan organisasi masyarakat sipil yang telah banyak berkontribusi untuk

keberhasilanriset ini. KepadaDepartment of ForeignAffairs and Trade (DAFT)Australia disampaikanjuga
ucapan terimakasih dan penghargaanatas kerjasamanya dalam pendanaanriset ini.

Penghargaan dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada tim peneliti TI Indonesia, Karunia

Fajarrini Macdonald, Rivan Prahasya dan Utami Nurul Hayati atas kerja keras, ketekunan dan dedikasinya
dalam penelitian ini.

Salam Anti Korupsi !

Dadang Trisasongko
Sekretaris Jenderal
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PROGRAMERTAMBANGANNTUK PEMBANGUNAERKELANJUTAN,
TRANSPARENCNTERNATIONAL

Transparency International Indonesia (TIl) adalah salah satu dari 20 chapter Transparency International
yang berpartisipasi dalam program global Transparency International: Pertambangan untuk Pembangunan
Berkelanjutan atau Mining for Sustainable Development (M4SD). Program ini dikoordinir oleh Transparency
International Australia. Program M4SD melengkapi upaya-upaya yang sudah ada untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas di dalam industri -industri ekstraktif de ngan berfokus secara khusus
kepada rantai pengambilan keputusan di sektor pertambangan: titik di mana pemerintah melimpahkan
dan memberikan izin dan lisensi, menegosiasikan kontrak, dan membuat perjanjian.

Fase 1 dari Program ini (2016-2017) adalah mengenai pemahaman masalah dengan mengidentifikasi dan
menilai risiko korupsi di dalam proses dan praktik pemberian lisensi, izin, dan kontrak pertambangan.
Laporan ini mengetengahkan temuan utama dari penilaian risiko korupsi di Indonesia.

Dengan memalami sifat dan penyebab risiko korupsi, chapter nasional akan membuat dan
mengimplementasikan solusi untuk mengatasi risiko korupsi prioritas di Fase 2 (2018- 2020). Mereka
akan bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan integritas di dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui proyek pertambangan.

Partisipasi Indonesiadi dalam Fasel Programini dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade , DFAT). Secaraglobal, Program M4SD
juga didukung oleh YayasanBHPBilliton.
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1. PENDAHULUAN

Pertambangan berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan sosial di negara-negara yang
kaya akan sumber daya alam, antara lain dengan menciptakan pendapatan yang penting bagi
pembangunan, menambahkan nilai melalui rantai pasok pertambangan, dan menghapuskan
kemiskinan melalui lapangan pekerjaan. Di negara -negara berkembang termasuk Indonesia,
sektor pertambangan telah membantu membuka dan membangun daerah -daerah terpencil,

membangun infrastruktur -infrastruktur dasar dan menciptakan pusat -pusat pembangunan yang
baru (EITI, 2015). Namundemikian, perkembangansektor pertambangan dan perwujudan potensi-
potensinya sering kali terhambat oleh praktek -praktek korupsi, khususnya di negara-negara
berkembangtermasuk Indonesia (Abdulah dkk., 2016; Gandatarunadkk., 2011; KPK,2013,2015).

Korupsi di sektor pertambangan dapat terjadi di seluruh siklus hidup pertambangan, seperti
eksplorasi, konstruksi, produksi, danpenutupan; danpadaberbagaitahapantata kelola. Kurangnya
akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian izin pertambangan, tahapan pertama dari rantai
nilai pertambangan, dapat dianggap sebagaiakar penyebab korupsi dalam sektor tersebut. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Program Koordinasi dan Supervisi (KORSUP), sebagai
contoh, padatahun 2014, menemukan sekitar 40%dari operasi pertambangan yang mendapatkan
izin termasuk dalam kategori tidak patuh (non-compliant) (KPK,2014), dengan pola umum yaitu
kurangnyatata kelola dalam memberikan Izin UsahaPertambangan (IUP), hal ini mengindikasikan
korupsi di dalam prosespemberian lisensi. Sebagaiakibatnya, identifikasi dan pemahamanrisiko-
risiko korupsidalam langkah pertama di dalam usahapertamb anganini adalah penting, jika korupsi
di dalam sektor ini ingin dicegah dan dimitigasi.

Penilaian risiko korupsi ini dilakukan sebagai bagian dari Program Pertambangan untuk
Pembangunan Berkelanjutan Transparency International. Tujuan dari studi ini adalah untuk
mengidentifikasi kerentanan sistemis, peraturan, dan kelembagaan dalam memberikan lisensi
pertambangan dan lisensi, izin, dan kontrak yang berkaitan dengan pertambangan, serta untuk
menilai risiko korupsi tertentu yang disebabkan oleh kerentanan tersebut. Laporan ini
menyajikan temuan utama dari studi tersebut dan hasil dari penilaian risiko korupsi.

Laporanini terdiri dari duabagianyangsaling berkaitan, yaitu badan laporan dan analisarisiko korupsi
yang dipaparkan dalam Lampiran 1. Bab 1 dan 2 dari laporan utama bertujuan untuk menyediakan
informasi latar belakang mengenai industri pertambangan dan sistem lisensi di Indonesia. Hal
tersebut meliputi pembahasan singkat mengenai peran -peran pertambangan di Indonesia, kerangka
hukum dan kebijakan di mana sektor pertambangan saat ini dan sistem pemberian izin
beroperasi, dan proses pemberian lisensi pertambangan di Indonesia. Bagian kedua secara singkat
membahas metode-metode yang digunakan di dalam studi ini, termasuk metode MACRA
Transparency International (Nest, 2016), identifikasi pemangku kepentingan, pen gumpulan data
dan metode analisa. Hasil penelitian dan diskusi di uraikan dalam Bab 4, 5 dan 6. Bab-bab tersebut
membahas dan mendiskusikantemuan, termasuk analisis kontekstual, kesenjangan dalam proses
pemberian izin, kerentanan sistem dan risiko korupsi. Para pembaca laporan ini disarankan untuk
merujuk pada analisis risiko korupsi di Lampiran 1 untuk memahami secara penuh temuan
penelitian yang didiskusikan di dalam bab -bab tersebut. Laporan ini memberikan sebuah
kesimpulan dan rekomendasi di akhir dokumen.
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2. LATARBELAKANG

2.1

Sumber daya mineral dan batubara Indonesia dan korupsi dalam industri
pertambangan

Kepulauan Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang kaya, termasuk mineral dan
batubara. Menurut United States Geological Survey (USGS), Indonesia adalah negarake enam
terkaya di dunia dalam hal sumber daya pertambangan. Contohnya, cadangan emas Indonesia
adalah peringkat ke tujuh di dunia, sedangkantimah yangke lima, tembaga ke tujuh, dan nikel ke
empat. Secaraglobal, Indonesiaadalahjuga eksportir batubara ke tiga terbesar, dan ke dua dalam
hal produksi timah dantembaga, dan ke enam dalam hal produksi emas (Dahlius, 2015).

Sumber daya alam ini, jika dikelola secara tepat dan dampak dari ekstraksinya dimitigasi,
dapat berkontribusi kepada perkembangan sosialdan ekonomi negara ini. Sektor pertambangan
telah berkontribusi secara signifikan kepada PDB dan ekspor Indonesia. Sebagai contoh, sektor
pertambangan telah berkontribusi sekitar 1.438 triliun Rupiah (9.8%) dan 1.550 triliun  (10.01%)
terhadap pendapatan total berturut -turut di tahun 2013 dan 2014. Sektor pertambangan juga
telah berkontribusi terhadap perkembangan infrastruktur dasar dan pembukaan wilayah
terpencil, yang mana akan sulit dijangkau oleh program pembangunan pemerintah pusat (EITI,
2015).

Namun, potensi dari kontribusi industri pertambangan terhadap penerimaan negara tidak dapat
diwujudkan sesuai dengan potensi yang sepenuhnya. Contohnya, penilaian KPK menemukan bahwa
kontribusi sektor pertambangan ter hadap Penerimaan Negara BukanPajak atau PNBP tidak seperti
industri minyak bumi dan gas, masih di bawah tingkat optimal (KPK, 2013). Hal ini, antara lain,
adalah karena hutang royalti yang tidak dibayarkan, luran Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang tidak
dibayarkan, dan penyewaan lahan dari para pemegang IUP yang gagal dibayarkan pada pemerintah.
Selain penerimaan non-fiskal, penerimaan fiskal dari para pemegang IUP juga di bawah yang
seharusnya. Data perpajakan yang dikutip oleh KPK juga menunjukkan bahwa 24% dari para
pemegang IUP tidak mendaftarkan NPWRnya, sedangkan 5% dari mereka tidak membayar pajak.
Laporan KPK menyatakan adanya sebuah pola umum dari kesalahan pengelolaan dan
penyimpangan dalam memberikan IUP.

Ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujudan potensi
pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Survei Fraser
Institute Tahun 2016, sebagai contoh, melaporkan bahwa walaupun dari segi mineralisasi | ndonesia
masih merupakan negara yang menarik bagi penanaman modal, Indonesia berada dalam
peringkat 10 negara terbawah dalam hal | ndeks Persepsi Kebijakan atau Policy Perception Index
(PPI). Indeks Rersepsi Kebijakan memberikan penilaian yang komprehensif mengenai daya tarik
kebijakan pertambangan dalam sebuah yurisdiksi, yang memotret ketidakpastian mengenai
administrasi, interpretasi, penegakkan berbagai peraturan yang ada saat ini, berbagai peraturan
lingkungan hidup, duplikasi dan ketidakkonsistenan, ketidakpastian mengenai klaim tan ah sengketa
dan wilayah yang dilindungi, database geologi, dan berbagai perjanjian sosial dan ekonomi (Jackson
dkk., 2017; Jacksondkk., 2016).
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2.2

Kerangka hukum dan kebijakan bagi sektor pertambangan dan sistem pemberian
izin pertambangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia memberikan dasar bagi pengelolaan dan
eksploitasi sumber dayaalam termasuk mineral dan batubara. Pasal33 dari UUD1945menyatakan
bahwa eksploitasi dari sumber daya alam negara adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan
rakyat. Pasal tersebut juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan
dan mengelola eksploitasi sumber daya alam, berdasarkan prinsip -prinsip demokrasi ekonomi,
solidarita s, pemenuhan kemandirian, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 4/2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara mengatur
ketentuan pelaksanaan dan pengendalian aktivitas-aktivitas usaha mineral dan batubara.

Ditetapkan pada 12 Januari, Undang-Undang Pertambangan 2009 menggantikan Undang
Undang Pertambangan 1967. Mengenai pemberian izin pertambangan, Undang-Undang
Pertambangan 2009 sudah berjalan cukup jauh dari sistem pemberian izin sebelumn ya yang
ditentukan oleh Undang-Undang Pertambangan 1967, yang berdasarkan kontrak, yaitu para
penanam modal mengoperasikan tambang dengan status sebagai kontraktor Pemerintah
Indonesia. Sistem kontrak ini memungkinkan Pemerintah untuk memodifikasi syarat dan
ketentuan yang harus diaplikasikan pada setiap generasi kontrak, namun, para penanam modal

asing ditawarkan dengan kondisi yang lebih menguntungkan termasuk keamanan masa kontrak
yang terjamin. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 4/2009 menawarkan masalUPyang terbatas,
yang mana, dalam kasus pertambangan mineral dan batubara, akan diberikan melalui lelang -
lelang daerah pertambangan yangditentukan oleh Pemerintah (Gandatarunadkk., 2011). Undang
Undang 4/2009 juga mendelegasikan wewenang pengelolaan mineral dan batubara sebagian
besarke pemerintah provinsi dan pemerintah setempat (lokal).

Ada beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Pertambangan 2009 yang termasuk,
tapi tidak terbatas pada, Peraturan P emerintah No. 22/2010 mengenai Wilayah
Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23/2010 dan revisi-revisi selanjutnya mengenai
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Nheral dan Batubara, Peraturan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)o. 28/2013 mengenai Tata Cara Lelang Wilayah izin
Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dan Peraturan Presiden No. 78/2010 mengenai
Reklamasi dan Pasca Tambang Gambar 2.1 menggambarkan hirarki sistem hukum dan
peraturan serta Undang-Undang yang saling berkaitan mengenai sistem pemberian izin
pertambangan di Indonesia.
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Izin-1zin Pertambangan

Gambar 2.1
Hirarki dan Kerangka Hukum untuk Sstem Pemberian Izin Pertambangan di Indonesia

Wewenang pemberian lisensi dan pengelolaan pertambangan dan batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah perwakilan dari Pemerintah
Indonesia dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di negara Indonesia. KESDM
memiliki tanggung jawab untuk membuat, mengeluarkan, dan menjalankan berbagai kebijakan
pengelolaan sumber daya pertambangan di tingkat nasional. Berkaitan dengan pemberian izin
pertambangan, KESDM memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian wilayah
pertambangan dengan berkonsultasi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,
dan juga dengan Parlemen (DPR). KESDM juga mengeluarkanzin untuk tambang-tambang yang
berlokasi di wilayah di seluruh provinsi atau di laut yang berada di luar zona 12 mil. Perlu dicatat
juga bahwa KESDM memiliki wewenang untuk merdelegasikan wewenang pengeluaran izin ini,
seperti yang telah dilakukan oleh KESDM, yaitu mendelegasikan wewenang tersebut kepada
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di bawah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 0186 K/30/MEM/2011, dan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di
bawah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015. KESDM juga memiliki
fungsi pengawasan proses pemberian izin di tingkat provinsi. KESDM bertanggung jawab untuk
mengaudit dan menyatakan status kepatuhan IUP (status Bersih dan Jelas / status CnC) dan
mencabut IUP yang tidak CnC setelah menerima rekomendasi dari pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
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Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (KLHK)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan wewenang untuk membuat dan
mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan namun tidak terbatas p ada
pengelolaan wilayah hutan, keberlanjutan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan
monitoring serta pengendalian dampak lingkungan hidup. Mengenai pemberian lisensi
pertambangan, KLHK memiliki hubungan koordinasi dengan KESDM untuk ramastikan bahwa
wilayah hutan dan konservasi dilindungi dari berbagai aktivitas pertambangan; dan dampak
lingkungan hidup dicegah, dimonitor, dan dimit igasi. Demikian juga, KLHK melalui kantor -kantor
wilayah di provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ataldnvironmental Impact Assessment (EIA) dan
Pernyataan Mengenai Dampk Lingkungan (PEDAL) atauEnvironmental Impact Statement (EIS) oleh
para pemegang izin pertambangan. Juga merupakan tanggung jawab KLHK untuk memonitor
implementasi dari AMDAL tersebut.

Pemerintah Provinsi

Undang-Undang 4/2009 mendelegasikan pengelolaan sumber daya pertambangan dan batubara
ke pemerintah provinsi. Dalam hal lisensi pertambangan, pemerintah provinsi dapat
mengalokasikan wilayah pertambangan di dalam yurisdiksinya (tergantung persetujuan
KESDM), melakukan lelang WIUP, dan mengeluarkan izin pertambangan untuk tambang-
tambang di dalam provinsi dan di laut yang berada di dalam zona 12 mil. Pemerintah provinsi
juga bertanggung jawab untuk memonitor dan mengendalikan usaha pertambangan di dalam
yurisdiksinya.

Pemerintah Kabupaten/Kota

Semenjak UndangUndang 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah ditetapkan, pemerintah

kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewena ng untuk mengeluarkan izin pertambangan.
Namun, rekomendasi dari pemerintah daerah ini dibutuhkan bagi para gubernur atau KESDM
untuk mengalokasikan WIUP di dalam kawasan mereka, juga untuk menerbitkan atau mencabut
izin pertambangan. Pemerintah kabupaten/kota juga diberikan kewenangan untuk mengelola
isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan di dalam wilayah mereka. Maka dari itu, AMDALuntuk
proyek pertambangan, sebagai syarat untuk Operasi/ Proses IUP, dinilai dan disetujui oleh
pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk

memonitor pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai proyek pertambangan dalam wilayah
yurisdiksi mereka.
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Cakupan Penelitian

Studi ini berfokus kepada risiko korupsi dalam proses pemberian IUP Eksplorasi untuk
pertambangan mineral (logam) dan batubara di tingkat nasionaldan provinsi. Karenakorupsi yang
berhubungan dengan IUP Eksplorasi dapat berdampak dalam pemberian IUP Operasi/Produksi,
dalam studi ini kami secara singkat membahas isu yang mungkin ditemukan setelah pemberian
IUPEksplorasi.

Pertambangan mineral non-radioaktif (logam) dan batubara dipilih sebagai fokus karena
kontribusinya terhadap ekonomi, banyak ditemukan di berbagai daerah (jumlah 1UP)dan dampak-
dampak lingkungan hidup dan sosial yang mungkin ditimbulkan dibandingkan dengan aktivitas
pertambangan lainnya.

Walaupun pembuatan keputusan di tingkat nasional penting, proses di tingkat provinsi
ditekankan di sini karena penerapan desentralisasi sistem dan proses pemberian izin
pertambangan yang terjadi baru-baru ini. Laporan media dan KPK juga menunjukkan
sejumlah besar permasalahan yang mungkin muncul yang berhubungan dengan pemberian izin
pertambangan di tingkat daerah dibandingkan dengan tingkat nasional. Dalam konteks ini, dua
provinsi dipilih sebagai wilayah studi di daerah, yaitu Kalimantan Timur merepresen tasikan
pertambangan batubara dan Sulawesi Tenggara untuk pertambangan logamnya.

Izin pertambangan di Indonesia

Undang-Undang No. 04/2009 mengenai pertambangan dan batubara menyatakan bahwa usaha
pertambangan di Indonesia beroperasi dengan 6 i zpenambangani (IUP) yang diberikan oleh
KESDMatau gubernur berdasarkan permohonan oleh per orangan, perusahaan, atau koperasi.
IUP Eksplorasi, yang merupakan fokus dari studi ini, memberikan hak bagi pemegang izin
untuk melakukan berbagai aktivitas berupa survei umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
paling lama 8 tahun untuk pertambangan mineral logam dan 7 tahun untuk pertambangan
batubara. Izin diberikan pada pemohon setelah pemohon mendapatkan hak WIUP. Dalam bagian
ini, kami secara singkat menuliskan tahapan atau proses alokasi wilayah pertambangan;
pelelangan WIUP;dan permohonan IUP Eksplorasi.

Penentuan Wilayah-Wilayah Pertambangan

Penentuan wilayah pertambangan atau determination of mining areas (DMA) ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 22/2010. Wilayah Pertamban gan (WP) adalah wilayah dengan potensi
mineral/batubara, dialok asikan oleh KESDM berdasarkan rebimendasi dari pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. Dengan persetujuan DPR, bagian WP akan dialokasikan untuk usaha pertambangan
(Wilayah Usaha Pertambangan/WUP), Pertambangan Skala Kecil (Wilayah Pertambangan Rakyat:
WPR, dan disimpan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Bagiarbagian WUP akan diberi
izin untuk usaha pertambangan (Wilayah ljin Usaha Pertambangan/ WIUP) oleh KESDM setelah
berkonsultasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga dapat mengal okasikan sebuah
wilayah di WUP sebagai WIUP dengan persetujuan KESDM.
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WPR dicadangkan untuk pertambangan skala kecil dengan luas tidak lebih besar dari 25 hektar,

sedangkan WPNdicadangkan untuk tujuan konservasi, termasuk konservasi mineral, lingkungan
hidup, dan pulau-pulau kecil. WPN dapat diubah menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Khusus atau WIUPK dengan keputusan Gubernur dan KESDM setelatisetujui oleh DPR.Alokasi
dari prosesWIUPdigambarkan di dalam baganalur dalam Gambar?2.2.

Perencanaan alokasi Wilayah Pertambangan (WP) sudah dilakukan sejak 2007 sebelum
ditetapkannya Undang-Undang No. 4/2009 sampai tahun 2012 dengan melakukan inventarisasi
(pencatatan) atas IUP-IUP yang sudah diberikan dan semua potensi sumber daya di seluruh
negara ini, dan melakukan rekonsiliasi atas data-data tersebut. Pada tahun 2013 dan 2014
Pemerintah mengumumkan alokasi WP dipulau-pulau besar di Indonesia. Selanjutnya, antara
2014 dan 2016, pemerintah provinsi dan kabupaten mengumumkan alokasi WIUP di wilayah
mereka.

Lelang WIUP

Prosespelelangan WIUPdiatur di dalam Undang-UndangNo. 04/2009, lebih jauh lagi dijelaskan
dalam Peraturan KESDM028/2013. Tergantung dari jenis komoditasnya, setidaknya adatiga cara
untuk mengalokasikan WIUP untuk usaha pertambangan. WIUP untuk bahan radioaktif
diberikan kepada para penanam modal dengan mengikuti Undang-Undang dan peraturan
mengenai bahan-bahan radioaktif. WIUP untuk logam -mineral dan batubara dialokasikan
dengan pelelangan, sedangkan WIUP untuk mineral nonlogam dan batuan dialokasikan dengan
persetujuan pemerintah atas permohonan kuasapertambangan.

Di sini kami merangkum proses pelelangan WIUP mineral logam dan batubara. Sebuah proses
pelelangan dimulai dengan pengumuman Pemerintah (KESDM atau gbernur) mengenai
rencana pelelangan dengan informasi bahwa WIUP tertentu akan dilelang. Sebuah panitia
pelelangan dibentuk untuk mengelola dan melaksanakan proses pelelangan, termasuk
persiapan lelang dan dokumen terkait, penilaian pra-kualifikasi dan kualifikasi dari para
pemohon, evaluasi atas berbagai penawaran yang masuk, dan pengumuman waktu lelang. Para
pemohon mendaftar di KESDM atau kantor wilayah Badan Koordinasi Penanaman Mdal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMPTSP) dengan membawa berbagai dokumen yang
membuktikan kapasitas administratif, teknis, dan keuangan mereka. Syarat -syarat administrasi
termasuk NPWP (entitas bisnis, bukan NPWP para pemegang saham), akte pendirian (akte
notaris) dan profil perusahaan, sedangkankapasitas teknis harusdibuktikan denganpengalaman
para pemohon di bisnis pertambangan dan adanya ahli geologi yang memiliki kualifikasi untuk
melakukan eksplorasi pertambangan. Secara keuanga), para pemohon harus menyediakan
bukti yang menyatakan/menjamin kemampuan untuk membayar biaya lelang dan mendanai
proyek eksplorasi. Parapemohon pra-kualifikasi diberikan paket informasi lelang, yang meliputi
nilai dasar, informasi geografi dan geologi dari WIUP. Nilai dasar termasuk kompensasi untuk
harga dari informasi geologis dan/atau keseluruhan nilai modal yang ditanamkan dari WIUP
mineral logam/ batubara. Para pemohon pra -kualifikasi juga diundang oleh panitia untuk
mengunjungi lokasi sebelum mereka memasukkan penawaran. Para pemenang lelang dinilai
berdasarkan kapasitas adminsitratif, teknis dan keuangan, namun tawaran mereka harus lebih
tinggi dari nilai dasar. Panitia pelelangan melaporkan hasil dari prosespelelangan kepada KESDM
atau Gubernur untuk dilaksanakan dan diumumkan ke masyarakat. Bagan alur di Gambar 2.3
memberikan gambaran prosespelelangan.
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Penerbitan IUP Eksplorasi

Tata kelola dan proses pemberian IUP Eksplorasi ditetapkan dengan UndangUndang 4/2009
dan peraturan pelaksanamya termasuk Peraturan KESDMNo. 34/2017. Dalam 5 hari kerja dari
pengumuman hasil lelang, para pemenanglelang WIUPharus mendaftar untuk mendapatkan IUP
Eksplorasidari WIUPyang diterbitkan. Ditingkat ini, para pemohon harus menyertakan rencana
eksplorasi selain dokumen-dokumen lain yang sebelumnya dimasukkan sebelum lelang.

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral dan batubara berlaku untuk 4 tahun, dan dapat
diperpanjang untuk 4 tahun berikutnya. Selama periode ini, setelah menyelesaikan kegiatan
eksplorasi dan penilaian analisa dampak lingkungan (AMDALI, studi kelayakan, dan
perencanaan proyek, para pemegang IUP kemudian mendaftar ke KESDM atau pemerintah
provinsi untuk mendapatkan IUP Operasi/Produksi. Sebuah ketentuan/ pernyataan mengenai
bagaimana produk akan diproses sebelum diekspor pun sekarang menjadi persyaratan,
semenjak dikeluark annya Peraturan Pemerintah no. 01 Januari 2017. Selain persyaratan yang

ditentukan dalam UU 4/2009, para pemegang IUP harus mendapatkan statusd Ber si h dan

atau CnC sebelum dipertimbangkan untuk mendapatkan IUP Opemsi/Produksi (lihat Gambar
2.4).

Konversi kuasapertambangan dan kontrak kerja ke sistem IUP

Undang-Undang 4/2009 menyatakan bahwa setelah pelaksanaan Undang-Undang, Kontrak
Kerja yang berlaku untuk mineral dan batubara (PKP2B) dapatterus beroperasi sampai batas
waktu berlakunya. Sebagi bagian transisi dan rekonsiliasi izin yang ada, Pemerintah juga
mensyaratkan Kuasa Pertambangan (KP) yang berlaku untuk dikonversi menjadi IUP tanpa
lelang pada tahun 2010, sedangkan permohonan KPyang didaftarkan sebelum dikeluarkannya
Undang Undang 4/2009 akan diproses sebagai IUP tanpa lelang. Namun, dalam prakteknya,
konversi KP menjadi IUP terus terjadi setelah 2010. Beberapa IUP Eksplorasidikeluarkan pada
tahun 2014 dengan skema ini (komunikasi pribadi dengan para pejabat kantor pertambangan
tin gkat provinsi).
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3. METODE

3.1

Studi ini menggunakanmetode penelitian kualitatif dengan analisis risiko menggunakan metode
MACRA (Nest, 2016) yang dibuat oleh Transparency International untuk penelitian ini.
Tinjauan literatur mengenai Undang -Undang, peraturan, laporan, studi kasus, dan dokumen
lain yang relevan juga dilakukan sebelum dan selama pengumpulan data.

Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan mendalam dan diskusi kelompok ter arah
dengan para ahli dan individu yang memahami industri pertambangan, pemberian izin, dan
dampaknya (lihat Tabel 1 di bawah ini). Pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara dibuat
berdasarkan panduan yang disediakan oleh metode MACRA dan informasi yang didapatkan dari
analisis literatur.

Para Pemangku Kepentingan dan Responden

Responden yang ditargetkan dan sumber informasi diidentifikasikan dengan lebih dahulu
mempelajari dokumen dan informasi yang relevan yang didapatkan melalui diskusi dengan
para peneliti di dalam industri pertambangan, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil,

termasuk media. Empat puluh empat responden merupakan para ahli, dalam hal Undang-
Undang pertambangan dan lingkungan hidup, praktek industri pertambangan, termasuk

eksplorasi dan pemberian izin, isu masyarakat yang terdampak oleh pertambangan, advokasi
untuk transparansi dan akuntabilitas di industri pertambangan, dan gerakan anti-korupsi juga
diwawancarai selama periode studi, baik wawancara per orangan maupun kelompok. Para
pemangku kepentingan termasuk para pejabat pemerintah di tingkat nasional dan provinsi,
para penambang, para pemegang IUP, beberapa asosiasi profesional di sektor pertambangan,
beberapa mantan manajer perusahaan tambang yang sudah pensiun, berbagai organisasi
masyarakat sipil, wartawan dan akademisi. Masingmasing kelompok pemangku kepentingan
dan jumlah perwakilan mereka dalam studi dituliskan di dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Kelompok pemangku kepentingan dan jumlah responden dari setiap kelompok

Kelompok pemangku kepentingan Jumian Persen_tase (%)
responden dari total

Pemerintah 10 23
Industri pertambangan (manajer perusahaan, pekerja,

o SN X 12 26
atau pemilik dan asosiasi professional)
Masyarakat Sipil (termasuk manajer yang sudah pensiun

15 34
dan LSM)
Universitas/Akademisi 4 10
Pengacara / Konsultan 1 2
Media (Wartawan) 2 5
Total 44
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3.2 Pengumpulan Data

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Wawancara Mendalama Individual

Dua belas wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan untuk
penentuan ruang lingkup, pemetaan proses pemberian izin dan konteksnya, identifikasi
kesenjangan proses antara peraturan resmi dan prakteknya di lapangan, kerentanan, dan
risiko korupsi yang mungkin terjadi dan dampaknya, juga validasi nilai risiko dan dampak di
akhir pengumpulan data studi. Wawancara individual pada dasarnya diperlukan untuk
mendapatkan informasi dari para responden yang tidak dapat hadir di dalam diskusi kelompok
karena jadwal mereka tidak sesuai dengandiskusi kelompok, namun pandangan atau wawasan
mereka penting.

Diskusi kelompok terarah

Lima diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion FGD) diadakan dengan para
professional pertambangan, asosiasi professional industri pertambangan, dan organisasi
masyarakat sipil untuk menyempurnakan batasan ruang lingkup di awal studi, untuk

mengumpulkan data (termasuk pemetaan proses dan konteks pemberian izin/lisensi), menilai
kerentanan, mengidentifikasi risiko korupsi, kemungkinannya, dan dampaknya seperti yang
dijelaskan oleh Perangkat MACRA. Empat diskusi kelompok terarah tambahan dilakukan di
Kendari, Samarindadan Jakarta untuk melakukan verifikasi penilaian risiko korupsi.

Diskusikelompok ter arah dipilih sebagai metode yang sering digunakan dalam studi ini karena
kelebihannya dibandingkan dengan metode survei tradisional (kuesioner) saja atau wawancara
individu al; kelebihan dari metode ini, antara lain, karena kekayaan data yang diambil dari
interaksi antara para responden dan para ahli saat diskusi kelompok terarah berlangsung. Tidak
hanyafakta didapatkan, namunjuga nuansa(seperti persepsi, nilai, konteks).

Penyidik utama atau primary investigator (PI) dari penelitian ini berperan sebagaifasilitator di dalam
diskusi kelompok terfokus. Seorang asisten penelitian atau research assistant (RA) hadir di setiap
diskusi untuk mendampingi Pl dengan membuat catatan, mengamati diskusi, dan melakukan hal -
hal teknis lainnya.

Kelompok Penasehat

Kelompok penasehat terdiri dari seorang ahli dalam hal pertambangan Indon esia dan hukum
lingkungan hidup, dan seorang auditor pertambangan dengan pengalaman luas bekerja di
dalam industri ekstraktif di Indonesia. Kami berkonsultasi dengan para anggota penasehat

secara individual, khususnya untuk mendampingi dalam menentukan ruang lingkup dari studi

ini dan meninjau hasilnya.
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3.3

Perangkat MACRA

Analisisdi dalam laporan ini menggunakan metode penelitian yang ada dalam Perangkat Mining
Awards Corruption Risk Assessment (MACRATJransparency International (Nest 2016). Perangkat
MACRAdibuat oleh seorangahli independen yang diminta oleh Transparency International untuk
menyediakan sebuah metodologi yang konsisten, jelas dan kuat untuk mengidentifikasi dan
menilai risiko korupsi di dua puluh negara yang berpartisipasi dalam Program M43

Bagian pertama dari penilaian risiko meliputi pengumpulan dan analisis data. Perangkat MACRA
memberikan pedoman bagi para pengguna untuk membuat peta proses pemberian izin seperti
yang tertera di dalam Undang -Undang, pedoman resmi dan kebijakan. MACRA jugamengarahkan
para pengguna untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi tahapan pemberian izin dan

faktor kontekstual yang relevan. Lalu, para pengguna dapat menganalisa ketiga aspek dari
pemberian izin pertambangan untuk mengidentifi kasi kerentanan terhadap korupsi yaitu: tahapan

sesuai aturan (proses), praktek sesungguhnyadan konteks. Kerentanan bersifat sistemik, dari segi
aturan, kelembagaan atau kelemahan lainnya yang dapat menciptakan risiko korupsi, yang dapat
menimbulkan berbagai peluang terjadinya tindakan korupsi dan luput dari pemeriksaan sehingga
merusak/melemahkan cara pemberian lisensi, izin dan kontrak yang sesuai hukum, kepatuhan
pada aturan dan etika. Bagian kedua dari perangkat ini menginstruks ikan para pengguna untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko korupsi tertentu yang diciptakan oleh kerentanan tersebut.
Perangkat ini terdiri dari 89 risiko umum yang berkaitan dengan lima kategori faktor risiko yang

berbeda-beda, yaitu risiko korupsi yang berasal dari: 1. Rancangan tahapan pemberian izin
(process-design), 2. praktek dari proses (processpractice), 3. faktor kontekstual (contextual
factors), 4. Mekanisme akuntabilitas (responses-accountability ), dan 5. Respon hukum dan yudisial
terhadap korupsi (responseslegal)

Para pengguna dapat mengadopsiatau memodifikasi risiko umum, atau membuat sebuah risiko
baru yang lebih cocok dengan keadaan yang dihadapi. Lalu, para pengguna menilai setiap risiko
korupsi dengan menganalisa bukti kemungkinan munculnya risiko tersebut dan kemungkinan
dampaknya. Tahapan terakhir adalah pembuatan prioritas risiko. Risiko yang dinilai sebagai risiko
prioritas Tl -Indonesia adalah risiko korupsi yang ingin dimitigasi atau dikelola oleh TI -Indonesia.
Hasl dari penilaian risiko inilah sebagai bahanutama untuk menentukan resiko yang akan dikelola,
namun hal yang lain, seperti kapasitas Tl-Indonesia untuk menindaklanjuti, sumber daya yang
dibutuhkan dan peluang kerja sama di antara para pemangku kepentingan juga perlu
dipertimbangkan.

Perangkat MACRA dibangunberdasarkan pengalaman Transparency International dalam menilai

risiko korupsi di bidang -bidang lain, seperti Sistem Integritas Nasional dan perangkat lainnya dalam
sektor pertambangan dan ekstraktif, berbagai alat ukur (indeks) dan para ahli dari berbagai
lembaga kerja sama multilateral, organisasi non-pemerintah dan organisasi internasional besar dan
badan industri yang menyediakan umpan balik yang berharga dalam pembuatan Perangkat MACRA.
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Gambar 3.1
Bagan Aur Metode MACRA yangDigunakan di Dalam Studi (Nest, 2016)
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